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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR  出 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOmN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan
berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan
usaha di daerah dapat berpotensi mencemari dan/atau
merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
menggarlggu kesehatan masyarakat;
bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta memberikan
perlindungan dan kepastian hukum, diperlukan pelolaan
limbah yang baik dan benar guna mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan serta
berkelanjutan;
bahwa berdasarkan lampiran hurrf K angka 5 Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahahan Daerah, urusat'l
Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya
dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu)
daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah
daerah kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

b.

C.

C.



Mengirrgat : 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar lllegara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten da.lam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
IJndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a3);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oCI9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimerna
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang *
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai
ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Derah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
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Tambahan LcmbaFan Negara Republik lndonesia Nomor
4153);
Pcraturan Peme五ntah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan(LCmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2012 Nomor 48,Tambahan Lelnbaran Negara Rcpublik
lndonesia Nomor 5285);
Peraturan Pemedntah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Lilnbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negnra Rcpublik lndonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndoncsia Nomor 5617);
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pttabat Pengawas Lingkungan Hidup dan
Pttabat Pengawas Lingkungan Hidup Dacrah;
Keputusan Mente亘 Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun
2002 tcntang Tata Ker」 a Pttabat Pengawas Lingkungan
Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
Peraturan Mente五  Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pemanfaatan Lirnbah Bahan Berbahaya
dan Bcracun;
Pcraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengattrasan
Pengelolaan Lilnbah Bahan Berbahaya dan Bcracun scrta
Pcnga、アasan  Pcmulihan Akibat Penccmaran  Limbah
Bahan Bcrbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
Pcraturan Mente五  Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun
2009 tentang Cara Pcmulihan Lahan Terkontarninasi
Lilnbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Menten Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2010 tentang Upaya Pcngelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2012 tentang Tata Laksana 」abatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipll Lingkungan Hidup;
Peraturan Mente五  Lingkungan Hidup Nomor ll Tahun
2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Keputusan Mented Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan
Lingkungan Hidup Bagl Pttabat Pengawas Lingkungan;
Peraturan Mcnte五  Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun
2013 tentang Sirnbol   dan Label Liinbah Bahan
Bcrbahaya dan Beracun;
Pcraturan Dacrah Kabupatcn Langkat  Nomor 6 tahun
2016 tentang Pcmbentukan Pcrangkat Daerah Kabupatcn
Langkat (Lembaran Dacrah tahun 2016 Nomor  l,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);



Dengan PersetuJuan Bcrsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPETAN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1" Daerah adalah Kabupaten Langkat"
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya da-lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud da-lam Undang * Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang seianjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
se bagai un sur penyelen ggar a pemerintahan daerah 

"

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan Berbahaya
dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, danlatau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merr-rsak lingkungan hidup dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut
Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung 83.

10. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/ atau penimbunan iimbah.

11. Fengurangan Limbah DS adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk
mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah
83, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
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Fenyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan limbah 83 yang
clilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/at.au
Penimbun limbah 83, dengan maksud menyimpan sementara.
Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan limbah 83
dari Penghasil limbah 83, dengan maksud menyimpan sementara
sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun
limbah 83.
Pengumpulan Limbah E}3 Skala Daerah adalah kegiatan
mengumpulkan limbah 83 dengan lokasi Pengumpui dan Penghasil
limbah 83 berada di Daerah.
Pengangkutan Limbah 83 adalah kegiatan pemindahan iirnbah 83 dari
Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpui,
Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah 83.
Pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaan kembalt (reuse),
daur ulang (recyclel, danfatau perolehan kembali (recoueryl yang
bertujuan untuk mengubah limbah 83 menjadi suatu produk, yang
dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong,
dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan
kesehatan manusia.
Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengubah karakteristik
limbah 83 yang bertujuan untuk menghilangkan danf atau
mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, danlatau jumlah
limbah 83, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah 83,
yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
Penimbunan Limbah 83 adalah kegiatan menempatkan limbah 83
pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan
kesehatan manusia dan lingkunga"n hidup.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma,
Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta Badan Usaha lainnya yang
melakukan kegiatan pengelolaan limbah 83 yang bersumber bukan
kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera
bidang atau subbidang pengelolaan limbah 83"
Penghasii Limbah 83 adalah orang yang usaha danf atau kegiatannya
menghasilkan limbah 83.
Pengumpul Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengumpulan limbah 83 di Daerah, sebelurn dikirim ke tempat
pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah 83.
Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengangkutan limbah 83.
Pemanfaat Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pemanfaatan limbah 83.
Pengolah Limbah 83 adalah badan usaha yang mengoperasikan
sarana pengolahan limbah 83.
Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
penimbunan limbah 83.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya
berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab
untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
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yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

29. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan
Limbah 83.

30. Izin adalah izin pengelolaan Limbah 83 yang meliputi lzin
Penyimpanan Sementara Limbah 83, dan atau lzin Pengumpulan
Limbah 83 skala kabupaten.

31. lzin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal
atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh tzin usaha
danf atau kegiatan.

32. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk
menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah Kabupaten
Langkat, berdasarkan asas:

a. tanggung jawab Negara
b. kelestarian dan keberlanjutan
c. keserasial dan keseimbangan
d. keterpaduan
e. manfaat
f. kehati-hatian
g. keadilan
h. ekoregion
i. keanekaragaman
j. pencemar membayar
k. kearifan lokal
1. tata Kelola Pemerintah yang Baik
m. partisipatif dan;
n. otonomi daerah

Bagian Kedua
Maksud dan T\,rjuan

Pasal 3

Maksud pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah
mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di
Kabupaten Langkat.

Pasal 4

T\.rjuan pengelolaan limbah 83 di Daerah adalah:
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a. meningkatkan derqjat kesehatan masyarakat;
b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan
hidup;

d. mencegah pencemaran dan menanggulangr pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah E}3 dan;

e. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai
fungsinya.

tsagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah 83, meliputi:
a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah 83;
b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
c. pengelolaan limbah B3;
d. periainan;
e. penanggulangan dan pemulihan;
f. sistem tanggap darurat;
g. koordinasi;
h. kerjasama dan kemitraan;
i. peran masyarakat dan dunia usaha;
j. sistem informasi; dan
k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah 83, meliputi:
a, menerbitkan izin pengumpulan limbah 83 pada skala Daerah, kecuali

minyak pelumas/oli bekas;
b. menerbitkan izin penyimpan€ur sementara limbah B3;
c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83;
d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bg

pada skala Daerah;
e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah;
f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
g. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan

pengelolaan Limbah 83.
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BAB Ⅳ
ARAH KEBIJ― N DAN STRATEGI

Bagiran Kesatu
Arah Kebijakau

Pasal 7

Kebijakan pengelolaan limbah 83 diarahkan untuk mengintegrasikan
pengelolaan limbah 83 di Daerah, dengan menetapkan zon.a atau
lokasi pengelolaan limbah 83 dengan mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan
lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut tentang ?,ona atau lokasi pengelolaan limbah 83
di Kabupaten Langkat akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 8

Strategi pengelolaan limbah 83 mencakup serangkaian kegiatan
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan dan penirnbunan limbah 83 dengan teknologi ramah
lingkungan, melalui pengurangan (reducel, daur ulang (recgclel,
penggunaan kembali (reuse) dan perolehan kembali (recouery).

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 9

Badan menyusun rencana pengelolaan limbah 83 sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 10

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah 83, wajib:
a. melakukan pengelolaan limbah 83 yang dihasilkannya; dan
b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:

1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah 83;
2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;dan
3. nama pengangkut limbah 83 yang melaksanakan pengiriman

kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun
limbah 83.

(2)



(2) Pengelolaan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi kegiatan:
a. pengurangan limbah 83;
b. penyimpanan limbah 83;
c. pengumpulan limbah 83;
d. pengangkutan limbah 83;
e. pemanfaatan limbah 83;
f. pengolahan limbah 83; dan
g. penimbunan limbah El3.

(3) Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sumbernya
terdiri atas:
a. limbah 83 dari sumber tidak spesifik;
b" limbah 83 dari sumber spesifik;
c. limbah 83 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas

kemasan, dan buangan produk 83 yang tidak memenuhi
spesifikasi.

(a) Limbah 83 dari sumber spesilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, meliputi:
a. limbah 83 dari sumber spesifik umum; dan
b. limbah 83 dari sumber spesifik khusus.

(5) Karakteristik Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
a. mudah meledak;
b. mudah terbakar;
c. bersifat reaktif;
d. beracun;
e. menyebabkan infeksi; dan
f. bersifat korosif;

(6) Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dipergrnakan untuk:
a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dihasilkan, dan;
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam

pengelolaan limbah 83.

Bagian Kesatu
Kegiatan Pengelolaan

Paragraf L

Pengurangan

Pasa1 1 1

Pengurangan limbah 83 dilakukan mela-lui upaya menyempurnakan
penyimpanan 83 dalam kegiatan proses {house keepingl, substitusi
bahan, modifikasi proses, danf atau penggunaan teknologi ramah
lingkungan.

Paragraf 2
Penyimpanan Limbah 83

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan
Penyimpanan Limbah 83.
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(2)Sctiap Orang yang menghasilkan Lilnbah B3 sebagairnana dirnaksud
ayat (1) dilarang  melakukan  pencampuran  Lilnbah  B3  yang
dislrrlpannya.

(3)Untuk dapat melakukan Penyirnpanan Lirnbah B3, Setiap Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Waib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limabah B3.

(4)Untuk dapat Fnemperolch izin Pengelolaan Liinbah B3 untuk kegiatan
Penyilnpanan Lirrlbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Lirnbah
B3:
a、 Wttib memilikilzin Lingkungan;dan
b.Harus mengaJukan perrnohonan secara tertulis kepada bupati dan
melampirkan persyaratan izin.

(5)Pcrsyaratan  dan  tata cara  perlnohonan  dan  penerbitan  lzin
Lingkungan  sebagaiinana  dilnaksud  pada  ayat (4) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang ―
Undangan.
(6)Persyaratan izin sebagairnana dirnaksud pada ayat (4)huruf b
meliputi:

a.Identitas pemohon;
bo Akta pendirian badan usaha;
c,Nama, sumber, karakteristik, dan junllah Lirnbah B3 yang akan
disllnpan;
d.Dokumcn yang mettelaskan tentang tcmpat Pcnyilnpanan Lilnbah
B3;
c,Dokumen yang lnenJelaskan tentang pengemasan Lirnbah B3;dan
f.Dokumen lain sesuai peraturan pcrundang― undangan.
(7)Persyaratan izin scbagaimana diFnakSud pada ayat (6) huruf e
dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Lirnbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Lirnbah B3 kategori 2 da五  sumber spesiik
khusus.

Pasal i3

Tempat Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan :

a. Lokasi penyimpanan Limbah Bg
b. Fasilitas penyimpanan Limbah 83 yang sesuai dengan jumlah

Limbah 83, karakteristik Limbah 83, dan dilengkapi dengan upaya
pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan

c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 14

( 1) Fasilitas Penyimpanan Limbah BB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 hurufb dapat berupa :

a" Bangunan;
b. Tangki dan / atau kontainer;
c. Silo;
d. Tempat tumpukan Limbah (waste pile);
e. Waste inpoudment; dan/atau
f. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.
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(2) Fasilitas penyilnpanan sebagaiinana diFnakSud pada ayat(1)huruf a,
hunfb,huruf c,dan/atau hunff dapat digunakan untuk melakukan
penylmpanan:
●。レimbJい つO katego■ l;      _
b.Limbah B3 kategod 2 da五 sumber tidak spcsiflk;dan
co Limbah B3 katego五 2 dari sumber spesiflk umum.
Fasilitas Pcnyimpanan scbagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a,
huruf c,huruf d,huruf c,dan/atau hurtlff dapat digunakan untuk
melakukan Penylrnpanan Lirnbah B3 kategon 2 dan sumber spesi■ k

khusus。

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasa1 15

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wttib melakukan

=engumpulan Limbah B3 yang dih■
,1lk額lnyat           _

Setiap Orang yang menghasilkan Liinbah B3 sebagalrnana dilnaksud
pada ayat(1)dilarang:
ao Melakukan pengumpularl Lilnbah B3 yang tidak dihasilkannya;dan
bo Melakukan pencarrlpuran Limbah B3 yang dikuinpulkan.
Pengumpulan Lilnbah B3 dilakukan dengan:
ao Segregasi Limbah B3;dan
bo Penyllnpanan Limbah B3。

(4) Segregasi Limbah BB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakr-ikan sesuai dengam :

a. Nama Limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan

b. Karakteristik Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (5).

(5) Kegiatan pengumpulan limbah 83 hanya diperbolehkan apabila badan
usaha Pengumpul limbah 83 telah memiliki kontrak kerjasama
dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah 83
yang telah memiliki izin.

Pasal L6

Dalam hal setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu
melakukan sendiri Pengumpulan Limbah 83 yang dihasilkannya,
Pengumpulan Limbah 83 diserahkan kepada Pengumpul Limbah 83.
Penyerahan Limbah E}3 kepada Pengumpul Limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah 83.
Salinan bukti penyerahan Limbah 83 disampaikan oleh Setiap Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paiing lama 7
(tujuh) hari sejak penyerahan Limbah 83.

Pasal 17

(1)Untuk dapat rrlelakukan Pcngュ 1■pulalll Limbah B3, Pengumpul

umbah B3 wttib_岬事1liki izin Pcngelolaan Hmbah B3 untuk
Pengumpulan Limbah B3.

(3)

１

　

．２

(3)

２

　

３



(2) Pengumpul Limbah 83 dilarang :

a. Melakukan pemanfaatan Limbah 83 danlatau Pengolahan Limbah
83 terhadap sebagian atau seluruh Limbah 83 yang dikumpulkan;

b. Menyerahkan limbah 83 yang dikumpulkan kepada Pengumpul
Limbah 83 yang lain; dan

c. Melakukan pencampuran Limbah 83.
sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah E}3, Pengumpul Limbah 83 wajib memiliki izin
Lingkungan.
Persayaratan dan tata cara perrnohonan dan penerbitan lzin
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasa1 18

(1)Pengumpul Limbah B3 untuk inemperolch izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalaHl Pasal 18 ayat(1)haruS mengaJukan permohonan sccara tertulis

lepado Bupati・
(2)PermOhOnan  izin  Pcngelolaan  Lilnbah  B3  untuk  kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana diinaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. Identitas pemohon;
b. Akta pendirian badan usaha;
c. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah 83 yang akan

dikumpulkan;
d. Dokumen yang

83;
menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah

Pasa1 19

Pengumpul Limbah B3 waib membuat catatan tentang:
a.」cnis, karakteristik, jun■lah Lilnbah B3 dan waktu diterimarlya
lirnbah B3 dari pcnghasillilnbah B3;
b.Jenis, karakte五stik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3
kepada pcmanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penilnbun Lirnbah
B3;dan
c.Narna pcngangkut limbah B3 yang melaksanakan pengi五 man dari
Pcnghasil Liinbah B3 dan kepada pemanfaat dan/atau Pengolah
dan/atau Peniinbun Limbah B3.
Catatan sebagairnana diinaksud pada ayat(1)dipergunakan untuk:
ao lnventarisasijumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebjaksanaan dalam
penge101aan limbah B3.

Pasa1 20

Fasilitas penyirnpanan Lilnbah B3 berupa bangunan sebagailnana
dirnaksud dalarn Pasal 14 ayat(1)huruF a paling sedikit memenuhi
persyaratan:
a.Desain dan kOntruksi yang nlampu melindungi Liinbah B3 dari
huian dan sinar inatahan;
b.Mёmiliki penerangan dan vё idlasi;dan
c.Merniliki saluran drainase dan bak penampung.

(3)

(4)

(2)

つ
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２

(2)Persayaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)beFlaku untuk pemohonan izin Penge101aan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:

o・ 聾tegi五 1,oaIIl      __
b. KategOri 2 dari sumber tidak spesiflk dan sumber spesiflk umum.

(3)Perwaratan fasihtas Penyimpanan Limbah B3 sebaga■ marla dimaksud
pada ayat(1)huruf a dan huruF c berlaku untuk permohonan ttin
Pengelolaan Lilnbah B3 untuk kcgiatan Penyimpanan umbah B3
kategori 2 dari sumber spesiflk khusus.

BAB VII
PEMANFAATAN LIh/1BAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasa1 2 1

Pemanfaatan lirnbah B3 dilakukan olch badan usaha yang rnclakukan

聴 gi3m pemanfaatan littbah BI.
Kegiam utama pemanfaatan limbah B3 wttib memiliki izin dari
lnstansi teknis terkait sesuai kewenangan,  setelah mendapat
rekolnendasl dan Gubemur.
Pcmanfaat lirnbah B3 yang inemanfaatkan lilnbah B3 bukan sebagai
keglatan utama, waJlb memiliH izin dari Mcnte五 , sesuai ketentualll
peraturarl perttndang‐ undangan。

Pasa1 22

Pemanfaat limbah B3 w■ ib membuat dan menyimpan catatan
mengcnal:
a.sumber limbah B3 yang dinlanfaatkan;
b.jenis,karakteristik,danjumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
co jenis,karakte五 suk,dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan
produk yang dihasilkani dan
d.narna Pengangkut yang melakukan pengangkutan liinbah B3 dari
Penghasil dan/atau Pengumpullimbah B3.
Catatan sebagaiFnana dirnaksud Pada ayat(1)dipergunakan uII■ tuk:
a. inventarlsasijunllah lilnbah B3 yang diFnanfaatkan;dan
b. bahan cvaluasi dalam rangka penetapan kebiiakSanaan dalam
pengelolaan liinbah B3.

Pasa1 23

(1)Pemanfaat Limbah B3 wttib membuat dan menyimpan catatan
mengenal:

Sumber limbah 83 yang dimanfaatkan;
Jenis, karakteristik, dan jumlalr !,imbah p3 yang dikumpuikan;
Jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah 83 yang dimanfaatkan dan
produk yang dihasilkan; dan

d. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah 83 dari
penghasil dan/atau pengumpul Limbah 83"

(3)

(2)

ａ
．
ｂ
．　
ｃ
．
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(2) Catatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. Bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam

pengelolaan limbah 83.

Paragraf 6
Fengolahan

Pasal 24

(1) Pengolahan limbah 83 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan
kegiatan pengolahan limbah 83, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kegiatan pengolahan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memiliki izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi
Gubernur.

Pasal 25

(1) Pengolah limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib
membuat dan menyimpan catatan mengenai:
a. sumber limbah 83 yang diolah;
b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah 83 yang diolah;
c. jenis, karakteristik, dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses

pengolahan limbah E}3; dan
d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah 83.

(21 Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam

pengelolaan limbah 83.

Paragraf 7
Penimbunan

Pasal 26

(1) Penimbunan limbah 83 diiakukan oleh badan usaha yang melakukan
kegiatan penimbunan limbah 83.

(2) Penimbunan limbah E}3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk
menimbun limbah 83 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

(3) Kegiatan penimbunan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau (2), wajib memiliki iztn dari Menteri, berdasarkan rekomendasi
Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 27

(1) Penimbun limbah 83 wajib membuat dan menyimpan catatan
mengenai:
a. sumber limbah 83 yang ditimbun;
b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah 83 yang ditimbun; dan
c. narna Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah 83.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
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a. inventarisasi jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan; dan
b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam

pengelolaan limbah E}3.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Paragraf I

Izin Penyimpanan Sementara

Pasal 28

(1) Badan usaha penghasil limbah 83 wajib memiliki Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penerbitan lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.

(3) Sebelum memperoleh lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83,
Penghasil limbah E}3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

$l lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf I
Tatacara Memperoleh tzin Penyimpanan Sementara

Pasal 29

(1) Permohonan izin penyimpanan sementara disampaikan secara tertulis
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani
oleh pemohon.

(2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara harus dilengkapi dengan:
a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
b. foto kopi lzin Mendirikan Bangunan;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha

danf atau kegiatan;
d. foto kopi lzin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan

kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83;
e. denah lokasi pengelolaan Limbah E}3;
f. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
g. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara

Limbah E}3;
h. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah 83;
i. formulir isian yang disediakan; dan
j. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.

(3) Tatacara penerbitan lzin penflmpanan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

‘
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Pasal 30

(t) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan dalam bentuk
Surat Izin.

(2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat tentang:
a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat,

bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
b. sumber Limbah 83;
c. jenis pengelolaan Limbah 83 yang meliputi penyimpanan sementara

Limbah 83 atau pengumpulan Limbah 83;
d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83;
e. jenis dan karakteristik Limbah 83;
f. kewajiban yang harus dilakukan;
g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
h. masa berlaku izin.

Pasa1 3 1

(1)Setelah lzin Penyilnpanan Sementara Lilnbah B3 terbit,Pemegang lzin
waib:
ao merFlenuhi  persyaratan  lingkungan  hidup  dan  kew、 iban
sebagairnana tercantum dalam lzln PenyiFnpanan Sementara
Limbah B3;
b. melakukan penyirrlpanan sementara lilnbah B3
c.mcnyusun dan menyampalkan laporarl penyimpanan sementara
lirnbah B3 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gube11lur dan
Mentcri,paling sedikit l(satu)kali dalam 3(tiga)bulan Saak izin
diterbitkan.

(2)Penyirnpanan scmentara liinbah B3 sebagaiFnana diinaksud pada ayat
(1)hurtlf b paling lama:
a, 90 (Sembilan puluh}hari sttak Lilnbah B3 dihasilkan, untuk
Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg(lima puluh kilogr〔un)per
han atau lebih;
b.180 (seratus delapan puluh)ha五  Saak Lirnbah B3 dihasilkan,
untuk Lirnbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg(lima puluh
kilogram)per hari untuk Limbah B3 kategori l;
c.365(tiga ratus enarn puluh lima)ha五 s●ak Limbah B3 dihasilkan,
untuk Lilnbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg(lima puluh
kilogran■ )pCr ha五 untuk Limbah B3 katcgori 2 dari sumbcr tidak
spesiFlk dan sumber spesiflk umun■ ;atau
d.365(tiga ratus enarn puluh liina)hari Saak Lilnbah B3 dihasilkan,
untuk Lilnbah B3 katcgod 2 dari sumber spesiflk khusus,

(3)Dalam hal penyimpanan sementara limbah B3 melampaui jangka
waktu  sebagaiFnana diFnakSud pada ayat (2),  Pemegang lzin
penyimpanan scmentara limbah B3 wttibl
a. rnelakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penirnbunan
limbah B3 setelah sebelumnya mengttukan izin kepada lnstansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang‐ undangan;
dan/atau
b. menyerahkan llmbah B3 kepada pihak lain.

(4)Pihak lain sebagaimana dilnaksud pada ayat(2)huruf b, lⅣ 巧ib
memiliki:
ao izln Pcngumpulan Lilnbah B3,untuk Pengumpullillllbah B3;
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b. izin Pemanfaatan Limbah 83, untuk Pemanfaat limbah 83;
c. izin Pengolahan Limbah 83, untuk Pengolah limbah 83; dan
d. izin Penimbunan Limbah 83, untuk Penimbun limbah 83.

(5) Dalarn hal Penghasil limbah 83 menyerahkan iimbah 83 kepada
Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah 83 wajib memiliki kontrak
kerjasama.

Paragraf II
Izin Pengumpulan

Pasal 32

(1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah 83 skala Daerah,
wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah 83 dari Bupati.

(2) Penerbitan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan
teknis dari Dinas.

(3) Sebelum memperoleh lzin Pengumpulan Limbah 83, Pengumpul
limbah 83 wajib memiliki Izin Lingkungan.

(4) Izin Pengumpulan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Paragraf III
Tatacara Memperoleh Izin Pengumpulan

Pasal 33

(1) Permohonan izin pengumpulan disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, yang ditandatangani oleh
pemohon.

(2) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
a. foto kopi akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat

bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah 83;
b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan;
d. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha

pengumpulan Limbah E}3;
e. denah lokasi pengelolaan Limbah E}3;
f. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah 83;
g. uraian tentang desain konstmksi tempat pengumpulan Limbah 83;
h. uraian tentang sistem pengumpulan;
i. formulir isian yang disediakan;
j. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
k. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/ penimbun yang

telah memiliki izin;
(3) Tatacara penerbitan Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-
undangan.
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Pasa1 34

(1)IZin sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 33 diterbitkan dalam benttk
Surat lzin.

(2)Surat IZin sebagaimana diinaksud pada ayat(1)SCkurang― kurangnya
memuat tentang:
a,identitaS badan usaha yang rneliputi nama perLLSahnnn, alamat,
bidang usaha,nama penanggungjattb kegiatan;
bosumber Limbah B3;
c.jenis pengelolaan Lirrlbah B3 yang meliputi pengumpularl Lirnbah
B3;

d。 lokasi/area kegiatan penylmpanそ m semenねra Limbah B3;
e.jenis dan karakte五 sik Limbah B3;
f.kewttiban yang harus dilakukarl;
g,pcrsyaratan scbagal indikator dalam mclakukan kewaJlban;
h.masa berlaku izin.

Pasa1 35

(1)Setelah lzin Pengumpulan Limbah B3 terbit,Pcmegang lzin wttib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan
keWttibarl sebagaimana tercantum dalanlizin;
b. melakukan segregasilimbah B3;
c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
d.melakukan penylmpanan limbah B3 dengan Jangka waktu sesuai
ketentuan pemndang― undangan;dan      .
e. mcnyusun dan menyarnpaikan laporan pengumpulan liinbah B3
kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubcmur dan Mente減 ,

paling sedikit l(Satu)kali dalam 3(tiga)bulan Sttak iZin
diterbitkarl.

(2)Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu
penyiinpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurtLf d,
Pengumpul wttib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya
kepada pihak lain.

{3)Pihak lain scbagaimana dilnaksud pada ayat(2),lneliputil
a. Pemanfaat lilnbah B3 yang memiliki lzin Pemanfaatan Limbah
B3;
b.Pengolah limbah B3 yang rrlemiliki lzin Pcngolahan Lilnbah B3;
dan/atau
c. Penirnbun lilnbah B3 yang inenliliki lzin Penil■ bunan Lilnbah B3.

Pasa1 36

Badan usaha yang keglatan utamanya berupa pengumpulan lilnbah 133,
Wttib memiliki:

a。 labOFatOrium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi keglatan
pengumpulan limbah B3;
b.tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;

０
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(2)

Bagian Kedua
Pertimbangan Teknis

Pasal 37

Penyelenggaraan pengumpulan limbah 83 skala Provinsi dan/atar-r
skaia nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis
dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX         .
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 38

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan/atau
Penimbun limbah 83 yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, wajib melaksanakan:

a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup; dan

b. pemulihan fungsi lingkungan hidup"

Bagran Kesatu
Penanggulangan Pencemaran danlatau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 39

(1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan
Penimbun limbah 83, wajib menanggulangi pencemaran danf atau
kerusakan lingkungan akibat kegiatannya"

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran danlatau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran danfatau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup; dan
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.
(3) Daiam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah,

dan Penimbun limbah 83 tidak melakukan penanggulangan
pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling larrra 24 (dua
puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, &tas beban biaya yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah,
dan Penimbun limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
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lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepadayar.g bersangkutan,
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup"

(5) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan
penanggulangan pencemaran danlatau kerusakan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41.

Bagian Kedua
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasa1 40

(1)Pemulihan fungsilingkungan hidup dilakukan dengan tahapani
a.penghentian  sumber  pencemaran  dan  pembersihan  unsur
pencemar;
b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d.rcstorasi;dan/atau
c.cara lain yang scsuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi,dan ketentuan peraturan perundang― undangan.

(2)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagairnana dirnaksud
pada ayat(1),rneliputi:
a. perencanaan;
b, pelaksanaan;
c. evaluasi;dan
d.pemantauan.
(3)PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan
perundang―undangan.
(4)Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil
pclaksanaan pemulihan hngsi lingkungan hidup kepada Bupati,
dengan tembusan disampaikan kepada Gube■ 1.ur dan Mente五 .

BAB X
SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 41

(1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan
Penimbun limbah 83, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang
terdiri atas:
a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah 83; dan
c. penanggulangan kedaruratan limbah 83.

(2) Pengelola limbah 83, wajib memberikan informasi tentang sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat.

Pasal 42

(1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun
limbah 83 waiib menyusun program kedamratan pengelolaan limbah
83, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
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Program kedaruratan pengelolaan liinbah B3 merupakan bagian dari
program penanggulangan bencana l)aerah.
Dinas beFSarna Perangkat iDacrah yang membidangi penanggulangan

lenCana rrle,yusun pr9gram ke」 叩 ratt pengelolatt limbah B3,
berkoordinasi dengan MenteH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,
Instarlsi terkait di Kabupaten serta Pcnghasil,Pengangkut,Pemanfaat,
Pengolah,dan/atau Penirnbun lilnbah B3.

Bagian Kedua
Pelatihan dan Geladi KedmFam Pengё lolaan Lirnbah B3

Pasa1 43

Sistem tanggap darumt pengelolaan limbah B3 wttib dilaksanakan

91eh Pe■gha,il,Pengengkut,Pclnanfaat,Pengolah,dan/atau POnilnbun
lirnbah B3,berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan
pengelolaan limbah B3 yang dilakuhnnya.
Untuk memastikan sistern tangyp dartlrat pengelolaan limbah B3
dapat dilaksanakan, Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah
dan/atau Penimbun limbah B3 w■ ib menyelenggarakan pelatihan dan
geladi keadaan darurat。

Pasal 44

(1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah 83 dikoordinasikan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan
bencana dan dilaksanakan bersama dengan Penghasil, Pengangkut,
Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah 83, Badan, dan
Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan
pengelolaan limbah 83.
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan
bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat
secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan
limbah 83.
Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Fengolah dan/atau Penimbun
limbah 83, Badan dan Instansi terkait lainnya, sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan
darurat.

Bagiarl Ketiga

Penanggulangan Kcdamratan Pengelolaan Limbah B3

Pasa1 45

Pcnghasil, Pengangkut, Pcmanfaat, Pengolah dan/atau Penirnbun
lirnba与 ,3 beFlasarka.program k9oattratan Sesuュ i dengan kegiatan
pengelolaan l量nbah B3 yang dilakukannya, lⅣ alib melaksanakan
penanggulangan kedaruratan apabila tettadi keadaan darurat dalarn
pengelolaan liinbah B3 yang dilakukannya。
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan waiib dilaporkan
secara tcrtulis dan secara berkala olch Penghasil, Pengangkut,
Pemanfaat,Pengolah dan/atau Peniinbun lilnbah B3 kcpada Badan.

９
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(3)Pcnanggulangan  kedaruratan  dalarn  pengelolaan  limbah  B3
sёbagaimana dimaksud dalam ttat(1),moliputi kegiaね ni
ao identiflkasi keadaan darurat dalanl pengelolaan liFnbah B3;
b・ p9,anggulangan penccmaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup;dan
c.pcmulihan fungsilingkungan hidup.

(4)Dalam mclaksanakan penanggulangan kedaruratan lilnbah B3,setiap
orarlg waib mengutamakan keselamatan jiwa mallusia.

BAB XI
K00RDINASI

Pasa1 46

(1)Bupati melaksanakan koordinasi pengclolaan limbah B3 dengan
Peme五ntah, PemeHntah Pro宙nsi, Penlerintah Kabupaten/Kota lain
dan inasyarakat.

(2)Ketentuan lebih l測輔ut mengenai tatacara koordinasi pcngelolaan
lirnbah B3 diatur dengan PeratuFan Bupati.

BAB XH
KER」ASAMA DAN KEMITRAAN

Baglan Kesatu
Kettasama

Pasa1 47

(1)Bupati dapat melakukan kettasama dengan Pemerintah, PemeHntah
PrO宙nSi,  PCme五 ntah Kゅ upete■ /K9ta lain,  Lelnbaga Swadaya
Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan,
terkait dengan perumusan kcbttakan SiStem pcngclolaan limbah B3 di
Daerah.

(2)Kettasarna sebagaimana dilnaksud Pada ayat(1)dapat di―Judkan
dalam bentuk:
a. pengcmbangan sistcm informasi mengenai pengelolaan liFnbah B3
di Daerah yang dapat diakses olch semua pihak;dan
b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pclaporan
tentang adanya pcだ stiwa pencemaran dan/attu peFuSakan
lingkungan hidup.

Baぼan Kcdua
Kerrlitraan

Pasa1 48

(1)Bupati atau Kcpala Badan dapat bc.lュ litra dengan badan usaha,baik
dalarn negen maupun luar nege五  dalarn pengelolaan limbah B3,
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.
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(2)Kernitraan sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)dituangkan dalam
bcntuk kcsepakatan dan/atau pettanjian antara Bupati dan badan
usaha yang bersangkutan。

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasa1 49

Masyarakat  berperan  dalam  pengelolaan  limbah B3 yang
diselenggarakan oleh Badan。
Pcran lnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan rnelaluil

a. pcngawasan sosial;
b.pembedan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pcmerintah
Dacrah dalam perLLmuSan kebJakan pengelolaan limbah B3;
cl pembe轟an saran dan pendapat dalam penyelesai`ul serlgketa
pengelolaan limbah B3;dan/atau
d, pclaporan dan info..鳳 asi pengaduan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 5O

Setiap badan usaha pengelola 83 dan/atau pengelola limbah 83, wajib
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan
limbah 83 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan mahluk hidup
lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah 83.

Pasal 51

(1) Dinas membangun, mengembangkan dan memelihara sistem
informasi pengelolaan El3 dan lirnbah 83, yang terintegrasi dengan
sistem informasi pengelolaan 83 dan limbah B3 Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Sistem informasi 83 dan pengelolaan limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pangkalan data (data base) pengeiolaan 83 dan limbah 83; dan
b. data kegiatan usaha pengelolaan 83 dan limbah 83.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagiarl Kesatu
Pcmbinaan dalam pengelolaan Limbah B3

，
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Pasa1 52

Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta
pengelolaan limbah 83 di Daerah"
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah 83; dan
b. bimbingan teknis pengelolaan limbah 83.

melalui:

Bagian Kedua
Pengawasan dalam Pengelolaan Lilnbah B3

Pasa1 53

(1)Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
1an pemulihan akibat pencOmararllimbah B3 di Daerah.
(2)PengaWasan sebagaimana dilnaksud pada ayat(1),dilakukan melalui
ke」atant

a. venflkasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
b.inspcksi;dan/atau
c.pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis
dan  adrninistratif  oleh  Penghasil,  Pemanfaat,  Pengumpul,
Pcngangkut,Pengolah,dan Peniinbun lirnbah B3.

(3)]Dalam melaksanakan pengawasan dilnaksud pada ayat(1)dan ayat
(2),Bupatilnenetapkan PPLHD yang merupakan p● abat fungsional。

(4)Dalarn rnelaksanakan tugas pengawasan sebagailnana dirnaksud pada
ayat(3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

(5)PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat(4)berwenangi
a.memasuki area1 lokasi Penghasil,Pcmanfaat,Pengumpul,Pengolah
dan Pcnilnbun lilnbah B3;
b.mengambil contoh lilnbah B3 untuk diperiksa dilaboratonurn;
c.merrlinね  ketcrangan yang berhubungan dengan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan
akibat pencemaran liinbah B3;
d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan;
dan
e.memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap
perizinan pengelolaan limbah B3.

(6)Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditcmukan indikasi adanya
tindak piOana li,gkunga,bidup2 PPLHD berkoordinasi dengan PPNS
dan atau kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 54

Dinas melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam
pengelolaqn 83 dan limbah 83 di Daerah"
Dalam hal Dinas tidak dapat melakukan pengawasar penanggulangan
kecelakaan dalam pengelolaan 83 dan limbah 83, maka pengawasan
dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup, dan I kementerian
Kehutanan.

１

　

．２

24



BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan
pengelolaan limbah 83, bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b" sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB )ilNI
LARANGAN

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan limbah 83, dilarang membuang limbah 83 yang
dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup,
tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan
pengumpulan limbah 83 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 57

(1)Setiap orang yang」lrlelakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan
limbah B3,dilarang melakukan:
ao Pemanfaatan dan/atau pengolahan sebaglal■ atau selur■ lh liinbah

弔3 yang d盤口ulnpvlkan;
b, Penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul
limbah B3 yarlg ldn;dan/atau
c, Pencarnpuran limbah B3 yang sifat dan/atau karaktenstiknya tidak
SeSLlal。

{2)Sctiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar lDacrah dilarang
melakukan kegiatan pengumpulan liinbah B3 Skala Dacrah tanpa izin
pengumpulan limbah B3 skala Provinsi da五 Gubernur atau skala
nasional dari Mente五 ,sesual dengan ketentuan peFaturan peFundang―
undangan.

BAB XVHI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1 58

(1)SCtiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
10 ayat(1),Pa,a112,Pas,116,Pasa1 17,Pasal 18,Pasa1 2o,PaSa1 2o,
Pasa1 31, Pasa1 32,Pasa1 35,Pasa1 36,Pasa1 37,Pasa1 38,Pasa1 39,
Pasa1 41,dan Pasa1 50,dikenakan sanksi adnlinistrasi,berupa:

teguran tertulis;
paksaan pemerintah;
pembekuarT arn lingkungan; atau
pencabutan izin;

(2)

ａ
．
ｂ
。
Ｃ
．
ｄ
．
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(2)

(3)

(2)

(2)

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pasa1 59

Sengketa dalanl pengelolaan lirrlbah B3,terdiri atas:

ao sengketa antara pemerintah daerah de~ngan masyarakat;
b.sengketa antara pemeHntah daerah dan Pengelola lirFlbah B3;
c. sengketa antara pengelola lilnbah B3 dengan inasyarakat;dan
d.sengkettl  antara  peme五ntah  daerah  dengan  pemerintah
kabupaten/kOta lain.
Penyelesaian sengketa scbagaiinana diinaksud pada ayat(1)dapat
dilakukan di luar Pengadilan atau rnelalui Pengadilan, sesuai
ketentuan peraturan perundang― undangan.

Bagian Kedua
penyelesaian Sengketa di Luar Pcngadilan

Pasa1 60

Penyelcsaian scngketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara
mcdiasi, konsiliasi, ncgosiasi, arbitrasc, atau pilihan lain dari para
pihak yang bersengketa._
Apabila dalarn penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagairnana
dimaksud pada ayat(1)tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang
bersengketa dapat rnengttukan penyelesaian sengketa kc Pcngadilan.

Baglan Ketiga
PenyeleSaian sengketa di Dalam Pengadilan

Pasa1 6 1

Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan rrlelalui gugatan
pcrbuatan melawan hukum.
Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagailnana
dimaksud pada ayat(1)dapat bettud ganti kerugian dan/atau
tindakan tertentu.

１
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(2)

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasa1 62

Selain olch Penyidik KepoliSian Negara Rcpublik lndonesia(Penyidik
Polri), PPNS dapat melakukan pcnyidikan tindak pidana scsuai
ketentuan pcraturan perundang‐ undangan.
PPNS dalarn rrlelaksanakan tugas penyidikan sebagaiinana dirnaksud
pada ayat(1)bCrwenang:
a.Mclakukan tindakan pertama pada saat di tempat kttadian dan
melakukan pemeiksaan;
b.Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengcnal diri tersangka;
c.Melakukan pcnyitaan bcnda atau surat;
d.Mengambil sidikjari dan memotret seseOrang;
c.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
dan/atau saksi;
f.Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hllbungannya
dengan pemeriksaan perkara;
g. Mcngadakan penghentian penyidikan sctelah mcndapat pctuttuk
da五 Penyidik Pol五 bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
terscbut bukan merupakan tindak pidana dan selattutnya rnclalui
Pcnyidik Polri mcmbe亘 tahukan hal tersebut kcpada Penuntut
Umum,tcrsangka atau kcluarganya;dan
ho Mengadakan tindakan hukun■  lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungiaWabkan。
PPNS  scbagairnana dilnaksud  pada ayat (1) memberitahukan
dilnulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri。

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dan Pasal 57, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau
denda Rp.5O.000.O0O (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran.

Pasal 64

Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain
sebagaimana diatur dalam Pasal 58 yang menimbulkan dampak
lingkungan lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(3)

27





PEN」ELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR  8 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I.UMUM

Kewaliban pclestarian dan pengembangan lingkungan hidup
tercell■ lin dalam Undang―Undang Dasar Tahun 1945,yang inenyatakan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehatrnerupakan hak asasi dan
hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, Oleh karcna itu,
Pcme五 ntahン Pemerintah Daerah,dunia usaha,masyarakat dan scluruh
pemangku kepentingan berkewttiban untuk melakukan perlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
bcrkelattutan, agar lingkungan hidup lndonesia dapat tetap mettadi
sumber dan penun」 ang hidup bagl rttat lndonesia scrta makhluk
hidup lain.
Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan

perusakan lingkungan, schingga struktur dan fungsi dasar ekosistem
yang mettadi penuttang kChidupan lapat mengalarni 

“

erusakan.
Pencemaran dan pcrusakan lingkungan hidup mcrupakan bcban sosial,
yang berarti bahwa pemulihan tersebut mettadi tangglln面 aWab
masyarakat,Pemerintah dan Peme減 ntah Daerah.
Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Dacrah  tclah

dilakukan Pcmerintah Dacrah bescrta sttun■ lah pemangku kepcntingan
dan masyarakat, sebagai lelakSanaan Undang― Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Salah satu pencemaran yang ada,dihasilkan darijenis limbah B3 yang
mcmeFlukan pcngelolaan khusus kaFena sifat atau konsentrasi tertentu
yang tcrkandung didalamnya dapat lrlembahayakan lingkungan hidup,
keschatan serta kelangou,gan lpanusia serta lnakhluk hidup lainnya.
Pcngaturan pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan LiFnbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagailnana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pcttgelolaan LiFrlbah Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Peme五 ntah
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pcngclolaan Lirnbah Bahan Berbahaya
dan Bcracun. Namun Sampai saat ini uptta pengelolaan limbah B3
masih belum Optimal.Hal ini dikarenakan sebagian besar para
Pcnghasil limbah B3, belum melakukan pengelolaan limbah, yang
antara l譴n discbabkan oleh kurangnya inforrrlasi rnengenai teknologi
pengelolaan limbah B3 yang efektif dan eflsien, serta kurangnya
kemampuan  sumberdaya  manusia  yang  menguasai  teknologi
pcngolahan limbah B3. Seyogianya limbah B3 walib dikelola dengan
kaidah pengclolaan liFnbah B3 yang dikenal dcngan istilah rFrom Crα d:θ
ιο Grαυθ",yaitu lirnbah harus betul― bctul terkcndali dan dikelola dcngan
balk sciak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/tcr01ah atau
ditimbun.
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Prinsip pengclolaan limbah B3 dirnulai dari merninirnalisasi limbah
B3atau pengurangan tirnbulan limbah B3.PFinSip pengelolaan liinbah
B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk
menghindari tettadinya hal―hal yang tidak d五 ,gi■kan apabila tettadi
tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebuto Prinsip lainnya adalah
setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wttib dan bertanggungiaWab
terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, schingga saat dia
menyerahkan pengclolaannya pada pihak lain, maka Penghasil lirnbah
B3tersebut harus rnemastikan liinbah B3 nya dikelola oleh pihak yang
melakukan pengelolaan limbah B3 sesual ketentuan peraturan
perundang―undangan.
Pengelolaan liinbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

berbentuk  hierarki  penge101aan,  meliputi  kegiatan  pengurangan,
penyirnpanan,  pengumpulan,  pemanfaatan,  pengangkutan,  dan
pengolahan limbah B3 termasuk pcnirnbunan hasil pengolahan
terscbut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut tcrkait beberapa pihak,
yaitu Penghasil, Pcngumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pcngolah dan
Pcnimbun lirnbah B3.
Mata rantai siklus.pengelolaan lilnbah B3 s● ak dihasilkan sampai

pemanfaatan/peng01ahan/penirnbunan akhir, har■ ls dapat terawasi.
Selain perlu diaturJ pengclolaannya perlu dikendalikan dengan sistem
mαれJeSt berupa dokumen limbah B3. Dengan sistcm れαれヴeSt dapat
diketahui berapa Junllah lirnbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang
telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan.
Hierarki dari kegiaぬn pengelolaan limbah B3 bertu」 uan untuk

讐9nge1019 11lnbah■ e dan diμ payakan univk 1lSa lncnghasil卜 an_littb31
B3scsedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3
dengan cara seperti subtitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain―
laino Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan
limbah B3,yang terdin dari keglatan penttnaan kerFlbali(κuso,daur
ulang(“彎crel,darl perolehan kembali(“ COυerの。
Seinng  dengan  adanya  kebJakan  OtOnomi  daerah  yang

memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan liinbah
B3kepada Peme五ntah Daerah,maka Peme五 ntah Dacrah inendapatkan
sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3.Kebtakan ini ditttllkan
untuk membcnkan kemudahan dalanl pengelolaan serta pengendalian
lirnbah B3 yangjunllahnya scmakin rneningkat dad tahun kc tahun.

H.PASAL DEMI PASAL

Pasal l:

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dilnaksudkan agar
terdapat keScragaman pengertian,schingga dapat menghindarkan
kesalahpahaman dalam penafsiran pasal― pasal yang terdapat
dalam Pcraturan Daerah ini.

Pasa1 2:

Huruf a:
Yang diFnakSud dengan“asas tanggungiawab negara"adalah:
a,negara men」 amin pemanfaatan sumberdaya alam yang akan
mcmberikan manfaat sebesar― besamya bagi kesdahteraan dan
mutu hidup rakyat,baik generasi masa kini maupun generasi
masa depani
b.negara mettarnin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat;dan
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c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan
sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b:
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah
setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Huruf c:
Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah
pemanfaatan lingkungan hidup harls memperhatikan berbagai
aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan
perlindungan, serta pelestanan ekosistem.
Huruf d:
Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan" adalah bahwa
perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup dilakukan dengan
memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai
komponen terkait;
Huruf e:
Yang dimaksud dengan oasas manfaat' adalah bahwa segala usaha
dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan
dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan lingkungannya;
Huruf f:
Yang dimaksud dengan 'asas kehati-hatian" adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Humf g:
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerninkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah,
lintas generasi, maupun lintas gender;
Huruf h:
Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan locat.
Huruf i:
Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam
hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya
alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar
secara keseluruhan membentuk ekosistem.
Humf j:
Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayaf' adalah bahwa
setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatan
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meniFrlbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Wttib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
Hunlf k:
Yang diinaksud dengan“asas kearifan lokal"adalah bahwa dalam
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus
mempeFhatikan nilai― nilailuhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat,
Hunlfl:
Yang dimaksud dengan“ asas tata kelola peme五ntahan yang baik"
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dttiWai 01ch prinsip partisipasi,transparansi,akuntabilitasP cisiensi,
dan keadilan,
Huruf m:
Yang dilnaksud dengan “asas partisipatiF adalah bahwa sctiap
anggota masyarakat didorOng untuk berperan aktif dalam proses
pcngambilan kcputusan dan pelaksanaan pcrlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,baik secara langsung inaupun tidak
langsung.
Huruf n:
Yang dilnaksud dengan “asas otonOnli dacrah" adalah bahwa
pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus
sendi五  urusan  pemcdntahan  di  bidang  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

Pasa1 3:

Cukup jelas
Pasa1 4:
Cukup jelas

Pasa1 5:

Cukup Jelas
Pasa1 6:

Kewenangan lnl merupakan kewenangan Daerah berdasarkan
Peraturan Perne五ntah Nomor 38 Tahun 2007 tenttmg Pembagian
Urusan Pcmerintahan antara Pcme五 ntah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasa1 7:

Cukupjelas
Pasa1 8:

Yang dirnaksud dengan “確duぽ yaitu pengurangan ttmbah B3
untuk mengurangi jumiah dan mengurangi sifat bahva,sifat
racun dan/atau kOmposisilimbah B3.
Yang dilnaksud dengan“ =ヽs♂ yaitu penggunaan kcmbali lilnbah
B3 dengan tuJuan yang sama tanpa melalui proses tambahan
secara kimia,isika,biologi,dan/atau sccara termal.
Yang dirnaksud “

“
θυ cI(′ yaitu mendaur ulang komponen yang

bermanfaat melalui proses tarnbahan secara kirnia,isika, biologi,

dan/atau sccara tel..lal yang menghasilkan produk yang sama
ataupun produk yang berbeda。
Yang dimaksud dengan “recoυe4〆  yaitu perOlehan kembali
komponcn bermanfaat dengan proses kimia, flsika, biologi,
dan/atau secara tennal.
Tcknologi pemanfaaLn limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi
jumlah limbah B3, schingga bia.ya pengolahan limbah B3 dapat
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ditekan. Di lain pihak, akan dapat meningkatkan kemanfaatan
bahan baku. Hal ini diharapkan, eksploitasi terhadap sumberdaya
alam dapat sedikit ditekan, sehingga memperpanjang ketersediaan
sumberdaya alam untuk mendukung proses pembangunan
selanjutnya.

Pasal 9:
Cukup jelas

Pasal 10:
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "iimbah 83 dari sumber tidak spesifik"
adalah limbah 83 yang bukan berasal dari proses utamanya,
tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,
pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak,
pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah
83.
Yang dimaksud dengan "limbah 83 dari sumber spesifik" adalah
limbah 83 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau
kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
Yang dimaksud dengan "limbah Bg dari 83 kadaluwarsa,
tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak
memenuhi spesifikasi" adalah karena tidak memenuhi spesihkasi
yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka
suatu produk menjadi limbah 83 yang memerlukan pengelolaan
seperti limbah 83. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa
kemasan limbah El3 dan E}3 yang kadaluwarsa.
Yang dimaksud dengan *tumpahan" E}3 yaitu B3 yang tertumpah
dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat
penyimpanan, dan latau alat angkut 83.

Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "limbah 83 dari sumber spesifik khusus"
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan mengandung 83 yang
memiliki toksisitas rendah.

Ayat (5)
Huruf a:

Yang dimaksud dengan 'limbah yang mudah meledak", yaitu yang
pada suhu dan tekanan standar (25"C,760 mmHg) dapat meledak
atau melalui reaksi kimia danfatau fisika dapat menghasilkan gas
dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat
merusak lingkungan sekitarnya.

Huruf b:
Yang dimaksud dengan "limbah mudah menyala atau mudah
terbaka/ adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-
sifat sebagai berikut:
a) limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang

dari 24o/o volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari
60"C (140"F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api,
percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760
mmHg;

b)limbah yang bukan bempa cairan, yang pada temperatur dan
tekanan standar (25"C, 76O mmHg) dapat mudah menyebabkan
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kebakaran  melalui  gesekan,  penyerapan  uap  air  atau
perubahan kilnia secara spontan dan apabila tcrbakar dapat
menyebabkan kebakaran yang terus rnenerus;
C)lirnbah yang bertekanan yang Fnudah terbakar;dan
d)lirnbah pengoksidasi.
Hun■f ct
Yang dirnaksud “limbah yang bersifat reaktiP adalah limbah―
lirnbah yang rnempunyai salah satu sifat― sifat sebagai berikut:

a)lirnbah yang pada keadaan normal tidak sね bil dan dapat
menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
b}lilnbah yang dapat bereaksi hebat dengan alr;
C)lilnbah yang  apabila  bercampur  dengan  air  berpotensi
meniFnbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap
bcracun dalarn junllah yang membahakan bagi keschatan
manusia dan lingkungan;
d)limbah sianida, Sulida atau Amoniak yang pada kondisi pH
antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap
beracun  dalam junllah yang membahayakan  keschatan
manusia dan lingkungan;
C)lirnbah yang dapat inudah meledak atau bcreaksi pada suhu
dan tekanan standar(25° C,760 mrnHg);dan
0 1irnbah yang menyebabkan kebakaran k8rcna rnelepas atau
mencrilna oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak
stabil dalam suhu tinggi.

Huruf d:
Yang dirnaksud dengan “limbah beracun" adalah limbah yang
mengandung penccmar yang bersifat racun bagi manusia atau
lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang
se五us apabila masuk ke dalam tubuh melalui perrlafasan, kulit
atau inulut.
Hurufc:
Yang dirnaksud dengan“menyebabkan infeksi"adalah liinbah yang
tcrkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di
lingkungan dalarn jun■lah dan virulensi yang cukup untuk
menularkan  penyakit  pada  manusia  rentan,  schingga
menyebabkan tettadinya infeksio LirFlbah ini berbahaya karena
mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang
ditularkan pada pckerJa, pembersih jalan, dan masyarakat di
sekitar lokasi pembuangan limbah.
Hunlf i
Yang diFnakSud dengan “limbah korosif' adalah limbah yang
mempunyai salah satu sifat― sifat sebagal be五 kut:
a,mcnyebabkan idtasi(terbakarl pada kulit;
b.menyebabkan proscs pengkaratan pada lempeng baa (sAE
1020)dengan laJu korosi lebih besar‐ dari 6,35 ■1ln/tahun
dengan temperatur pengujian 55° C;dan
c.mempunyai pH sama attu kurang da五 2 untuk limbah bersifat
asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat
basa`

Ayat(6)
Cukup jelas

Pasa1 11:
Yang dirnaksud dcngan“ penyilnpanan B3"yaitu penyilnpanan B3
yang dilakukan  sesuai dengan ketentuan  penatalaksanaan
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penyimpanan 83 dengan memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas,
pelabelan dan simbol E}3, kemasan dan wadah, penempatan sesuai
karakteristik 83 dan peralatan keselamatan dan penanganan 83.
Yang dimaksud dengan "subtitusi bahan" dapat dilakukan melalui
pemilihan bahan baku danfatau bahan penolong yang semula
mengandung 83 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang tidak mengandung El3.
Yang dimaksud dengan "modilikasi proses dan/atau penggunaan
teknologi ramah lingkungan" dapat dilakukan melalui pemilihan
dan penerapan proses yang lebih efisien.

Pasal 12:
Ayat (1):

Cukup jelas
Ayat (2):

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 13:

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a:
Yang dimaksud dengan "segregasi limbah 83' adalah kegiatan
pemisahan limbah 83 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai
dengan jenis dan karakteristik limbah 83. Contoh segregasi
Iimbah B3 antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor
(slope oil), segregasi slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b:
Penyimpanan limbah 83 dilakukan sesuai dengan ketentuan
penyimpanan limbah 83.

Huruf c:
Yang dimaksud dengan pencampuran limbah 83 yaitu
pencarnpuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
limbah, danf atau limbah 83 lainnya. Termasuk kegiatan
pencampuran yaitu melakukan pengenceran dengan
menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah 83 sehingga
konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya menurun
sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah 83.

Ayat (3):
Cukup jelas

Ayat (4):
Cukup jelas

Pasai 14:
Ayat (1):

Cukup jelas
Ayat (2):

Cukup jelas
Pasal 15:

Ayat (1):
Cukup jelas

Ayat (2):
Cukup jelas

Ayat (3):
Cukup jelas
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Ayat(4):
Yang diinaksud dengan “dokumen limbah B3" adalah dokumen
yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh Penghasil
limbah B3 atau Pcngumpullimbah B3 kepada Pengangkutlimbah
B3atau dikenal dengan istilah manifes pengangkutan lirnbah B3,
yang bedsi ketentuant

a.nama dan alamat penghasll atau Pengumpul lilnbah B3 yang
rnenyerahkan limbah B3;
b.tanggal penyerahan lirrlbah B3;
c.nama dan alamat Pengangkutlimbah B3;
dotlJuan pengangkutan limbah B3 terlnasuk ke eksportir;dan
e.jenis, j-lah, koFrlpOsisi, dan karakte五 stik limbah B3 yang
discrahkan.
Lcmbar manifes terdin dari 7(tttuh)rarlgkap bila pengangkutan
hanya satu kali dan bila antar moda,Fnaka dokumen terdiri dari
ll(Sebelas)rangkap dengan五ncian:
aolembar asli(pertamal disimpan Oleh Pengangkut limbah B3
setelah ditandatangani olch Pengirim limbah B3;
b.lembar kedua yang sudah ditandatangani olch Pengangkut
lilnbah B3,olch Penglnm limbah B3 diki五 mkan kepada lnstansi
yang bertanggungiawab;
c.lembar ketiga yang sudah ditandatangani olch Pengangkut
disimpan olch Pengirim limbah B3;
d.lembar keempat sudah ditandaね ngani oleh Pengirim lilnbah B3,
olch Pengangkut diserahkan kepada Pene五ma lirnbah B3;

e。 lcmbar kelima dikirirnkan olch Penerirna kepada lnstansi yang
bertanggunttawab Setelah ditandatarlgani Pene五malimbah B3;
fo lembar keenam diki五m oleh Pcngangkut kcpada Bupati dan
PenglFim,Setelah ditandatalgani PeneHma limbah B3;
golembar  ketlluh  Setelah  ditandatangan  oleh  Pcnerirna,
dildrirnkan oleh Pengangkut kepada PengiriFn liFnbah B3;dan
holembar kedelapan sampai kesebelas, dikiHm oleh Pcngangkut
kepada Pengidm limbah B3 setelah ditandatangani oleh
Pcngangkut terdahulu dan diserahkan kepada Pengangkut
beHkutnya/aninr moda。

Pasal 16:

Ayat(1):
Keglatan pemanfaatan lirnbah B3 dapat dilakukan olch Penghasil
limbah B3 bila mampu melakukan sendiri, atau diserahkan
kepada Pcmanfaatlimbah B3.Pemanfaatan liinbah B3 yang dapat
dilakukan olch Penghasillimbah B3,antara lain:
a.te五ntelダasi dengan proses produksi;
b,sebagai subtitusi bahan baku;
co sebagai bahan baku;
d.sebagai subtitusi sumber energl;
co sebagai barang rnodal bukan baru;
i berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali;dan
g,pemanfaatan sesutt dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Pemanfaatan liinbah B3 yang dapat dilakukan olch Pcmanfaat
lirnbah B3 diantaranya:
ao scbagai subtitusi bahan baku;

bo sebagai subtitusi sumber energl;
c.sebagai bahan baku;
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d.scbagai barang inodal bukan baru;
e.berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali;dan
i pemanfaatan lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.
Ayat(2):
Yang dilnaksud dengan“ kegiatan utalna pemanfaatan lilnbah B3"
adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah
B3sebagai bahan baku utaina proses produksinya,sehingga bila
tidak tersedia limbah B3 terscbut, maka proses produksi akan
terhcnti.Badan usaha yang melakukan pemanfaatan liinbah B3
scbagai kcgiatan utarna, wttib mendapatkan izin dari lnstansi
teknis terkait,sctelah sebelumnya rnendapatkan rekomendasi dari
Kernente五an Lingkungan Hidup.Contoh dari kegiatan ini yaitu
keglatan pemanfaatan oli bekas yang akan di01ah menJadi bahan
bakar, Inaka izin pcmanfaatan akan dibcrikan olch Kcmentrian
Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  sctclah  mendapatkan
rekomendasi teknis da五 KementeHan Lingkungan Hidup.
Ayat(3):
Yang  dilnaksud  dengan  “Pemanfaat  limbah 83 yang
memanfaatkan limbah 83 bukan sebagai kegiatan utama" adaiah
kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah 83
bukan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan proses
produksinya, sehingga bila limbah 83 tersebut tidak tersedia,
maka proses produksi tetap dapat berlangsung. Badan usaha yang
melakukan pemanfaatan limbah 83 bukan sebagai kegiatan
utama, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan
Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli
bekas sebagai subtitusi bahan bakar pada boiler yang digunakan
di industri tekstil. Kegiatan utama industri tersebut adalah
industri tekstil, sementara oli bekas hanya digunakan sebagai
tambahan bahan bakar yang disubtitusikan bersama-sama solar
yang menjadi bahan bakar utama.

Pasal 17:
Ayat (1):

Cukup jelas
Ayat (2):

Cukup jelas
Pasal 18:

Ayat (1):
Cukup jelas

Ayat (2):
Cukup jelas

Pasal 19:
Ayat (1):

Cukup jelas
Ayat (2):

Cukup jelas
Pasal 2O:

Ayat (1):
Cukup ielas

Ayat (2):
Cukup jelas

Avat (3):
Cukup jelas
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Pasa1 2 1:

Ayat(1ト

Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 22:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukup jclas
Ayat(4):

Cukupjelas
Pasa1 23:
Ayat(1):

Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Ayat(3):

Cukupjelas
Pasa1 24:

Ayat(1):

Cukupjelas
Ayat(2):
Cukup jclas
Pasa1 25:

Ayat(1):
Cukup jclas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Ayat(4):

Cukupjclas
Ayat(5)
Cukup jelas
Pasa1 26:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Ayat(4):

Cukupjelas
Ayat(5):
Cukup jelas
Pasa1 27:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):

Cukupjelas
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Ayat(3):
Cukup jelas
Pasa1 28:

～

at(1):

cukupjelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Pasa1 29:
Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Pasa1 30:

Cukup jelas
Pasa1 3 1:

Ayat(1):

Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 32:

Cukup jelas
Pasa1 33:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Hunlf a:

鵬[鳳舞器 需ぷ量1‰1∫冨置拙a協籍■mよ
etts宙
:

puluh empaり jam saak pencernan
Ⅲdup diketahui.
Huruf b:

:31it113「:[LgttfA_aran dan/饉
au kerusakan ingkungan hdup

ao evakuasi sumber daya untuk mettauhi Sumber pencemar dan/atau

b.露肥 晋卵師竃ま肌 pencemaran;
c` identiflkasi dan penetapan dacrah berbahayai dan
a rnwsunan dan penyampttlin盤

翼h甜鵠 ag箇 :

pen9emaran dan/atau kerusak
Gubernur,dan Mente五

.

Hunif c:

:難出i思‰nttal pencemaran dan/atau kemsakan lnょungan
a. penghcntian prOscs produksi;
b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dcngan sumber
pcncemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. tindakan  tcrtentu untuk meniadakan pencemaran  dan/atau

d露朧mttrttjttLlid蹴麻枇選為塊」勝町箕1pencemaran dan/atau kerusah
Gubernur,dan Menteri.
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Huruf d:
Cukup jelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Ayat(4):

Cukup jelas
Ayat(5):
Cukup jelas
Pasa1 34:
Ayat(1):
Huruf a:

Penghentian pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus
dilakukan dengan cara:
a. idcntiflkasi lokasi, sumber dan jcnis pcncemar, dan besaran
pcncemar;
b. penghentian proses produksi;
c,penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d, tindakan tertentu untuk meniadakan pencclnaran dan/atau
kerusakan lingkungan hdiup pada sumbe.1lya;dan
c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian
penCerFlaran dan/atau kertlsakan lingkungan hidup kepada Bupati,
Gubernur,dan Mented.

Hunif b:
Yang dilnaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan penccmaran
lingku,gan dan/Otau kerusakan lingkungan 1ldup untuk memperbaiki
mutu lingkungan hidup.Kegiatan remediasi meliputi:
a. pemilihan teknologl remediasi;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi;dan
c.penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi
pencemaran lingkugan hidup kepada Bupati, Gubemur, dan
MenteH.

Hurufc:
Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk
mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk
upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan pcrlindungan, dan
memperbai● ekOSistemo Kegiattt rehabilitasi meliputi:
a. identiflkasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan
hidup;
b. pcnlilihan inetode rchabilitasil

c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rchabilitasi;dan
d. penyusunan dan peny―paian laporan pelaksanaan rehabilitasi
kcrusakan lingkugan hidup kepada Bupati,Gubernur,dan Mcntcri.

Huruf d:
Yang diinaksud dengan restOrasi adalah upaya pemulihan untuk
menJadikan lingkungan hidup atau bagian― baglannya berfungsi kembali
sebagaiinana semula.
Hunlf e:
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukupjelas
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村 at(4):

Cukup jelas
Pasa1 35:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2ト

Cukup jelas
Pasa1 36:
Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Ayat(3):

Cukup jelas
Pasa1 37:
Ayat(1):

Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 38:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):

Cukup jelas
Ayat(3):
Cukup jclas
Pasa1 39:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukupjelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Ayat(4):

Cukup jelas
Pasa1 40:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 4 1:

Ayat(1):

Cukup jelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 42:

Ayat(1):
Kenlitraan bertuJuan untuk:
a. terkendalinya pencemaFan lingkungan;
b. terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa
pengolahan;
c.mendorong pelaksanaan upaya nlinirnalisasi limbah B3 melalui
kegiatan pcngurangan liFnbah pada sumbcr, penggunaan kembali,
daur ulang dan pemanfaatan kembali;

41



d. tercapalnya kualitas lingkungan yang baik;dan
e.ditaattnya ketentum‐ ketentum pengelolaan limbah B3.
Ayat(2):

_Cuttpjelas
Pasa1 43:

Ayat{1ト
Cukup jelas

村 at(2):

Cukup jelas
Pasa1 44:

cunpjclas
Pasa1 45:

Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):

Cukupjelas
Pasa1 46:
Cubpjelas
Pasa1 47:
Ayat(1):
Cukup lelas
Ayat(2):

Cukupjelas
PaSa1 48:
Ayat(1):

Cu●pjelas
Ayat(2):
Cukup jelas

村 at(3):
Cukupjelas
Ayat(4):
Cukuplelas
Ayat(5):
Cukup jelas
Ayat(6):
Cukupjelas
Pasa1 49:
Ayat(1):
Cukup jelas
Ayat(2):

Cukupjelas
Pasa1 50:

Cukupjclas
Pasa1 51:
Ayat(1):
cukupjelas
Ayat(2):

_Cukupjelas
Pasa1 52:     、
Ayat(1);

Cukupjelas
Ayat(2):

Cubpjclas

42



Pasa1 53:

Ayat(1):
Cukup jclas
Ayat(2):

Cukup jelas
Ayat(3):
Cukup jelas
Pasa1 54:

Ayat(1):
Cukupjelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 55:

村 at(1):

Vang dilnaksud dengan “inc1laSi" adalah uptta penyelesalan secara
damai,dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang nctral(mediator),
yang sccara sepakat dapat ditedma oleh semua pihak.

“Konsiliasi"pada hakekatnya merupakan prosedur yang bersifat sukarela
untuk lnenyelesaikan sengketa yang dapat ditcrilna para pihako Proscs ini
bersifat kOnsensual, artinya ada‐ tidaknya perundingan sepenuhnya
tergantung dan para pihak」 14hak ketiga sebagai KOnsiliator FnenyaFankan
pemecahan masalah kepada para pihak dalaFn Suatu usaha rFlemfasilitasi
kompronli.
Yang dimaksud dengan “negOsiasi" adalah sarana pOkok untuk
memperolch apa yang d五nginkan dari orang laln secara rasional,
manusiawi dan beradabo Neg9sia,l dapat lerlattg,ung lengan efe卜 lf dan
mencapai kesepakatan yang bersifat stabil,apabila terdapat kondisi yang
mendukung,yaitul
ao Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan
kesadar〔週■yang penuh;
b. Para pihak incmpunyai wewenang inengmbil kcputusan;
c.Kesctaraan kekuatan;dan
d.Kemauan menyelesaikan FnaSalah.
Yang dilnaksud dengan “arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada pcrJanJlan
arbitrase yang dibuat secara tertuls oleh pihak yang bersengketa.
PCttanjian arbitraSC addah suatu keSopakatan bertlpa卜 lauS■l arbitr,S,
yang tercantum dalam pettattian tertulis olch para pihak sebelum umbul
sengketa,atau suatu peFJanJlan arbitrase tersendirl yang dibuat oleh para
plhak setelah tiinbul sengketa.

Ayat(2):

Cukup jelas
Pasa1 56:
Ayat(1):
Cukupjelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 57:

Dalatrn hal PPNS, Kepolisian,dan Kdaksaan menemukan suatu kondisi
lingkungan hidup yang terindikasi tercemar liinbah B3, dapat langsung
melakukan langkah-langkah penegakan hukunl sesuai kewenangannya,
Pasa1 58:

Ayat(1):

Cukupjclas
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Ayat(2):
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukり p jelas
Pasa1 59:

Ayat(1ト
Cukupjelas
Ayat(2):
Cukup jelas
Pasa1 60:

Cukupjelas
Pasa1 6 1:

Cukup jelas
Pasa1 62:

Cukup jelas
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